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KEMENHUB. Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara. ORTA.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA

Menimbang

BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah disusun dan
ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian
Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dalam Surat Nomor B/627/M.KT.01/2017 tanggal 30

November 2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata
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Mengingat

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Unit Penyelenggara Bandar Udara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun
2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 1331);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA  ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

Pasal I
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1332), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan

Menteri Perhubungan:
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Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 688); dan

Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30
(4) Satpel BU baru di luar Lampiran Peraturan Menteri
ini menjadi satuan pelaksana dari Kantor Unit
Penyelenggara  Bandar Udara terdekat yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga
Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah Unit

Penyelenggara Bandar Udara sebanyak 154 (seratus

lima puluh empat) Kantor Unit Penyelenggara

Bandar Udara, terdiri atas:

a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kelas I Utama;

b. 11 (sebelas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kelas I;

c. 23 (dua puluh tiga) Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas II; dan
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d. 118 (seratus delapan belas) Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
(2) Satuan Pelayanan Bandar Udara sebanyak 21 (dua
puluh satu) Satpel BU.

3. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara yang telah ditetapkan sebagai instansi
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU) ditetapkan tersendiri dengan
Peraturan Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

4. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal I

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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